
ABSTRACT 

PENATAAN RUANG BERWAWASAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Oleh : Taryono 

Spatial order of a region include purpose of structure and interrelatedness of 
spatial order which as a unity of development mechanism. Spatial order can't be 
part from law basic That is UUD'45 and GBHN, in order to the management can be 
integrated and keep the environment. Spatial order also take note of physical fac
tor and non physical factor, physical factors consist of soil, water, flora, fauna. 
Non physical factors consist of environment, social, economic, and soon. 

. The principle of arrangement of spatial order in a region include national 
region, regional and local, and a region as an administrative boundary, that is 
local government autboritby, lik.e province, district, subdistrict, village. 

The effort for spatial ordering of the environment, for example ordering 
resource, arrangement of allocation and location, arrangement of environmental 
aesthetics and arrangement of environmen,tal quality 

INTI SARI 

Penataan tala ruang wilayab/Daerab mencakup araban struktur dan keter
kaitan ruang wilayahjdaerab yang merupakan suatu kesatuan mekanisme penv
bangunan. Tata ruang tidak bisa lepas dari landasan bukum yaitu UUD'45 dan 
Garis-garis Besar Haluan Negara, supaya pengelolaan bisa terpadu dan menjaga 
pelestarian lingkungan bidup. Penataan ruang juga memperbatikan faktor fisik 
dan non fisik, faktor fisik me lip uti tanab, air, flora dan fauna serta faktor non fi
sik meliputi, lingkungan, sosial, ekonomi dll. 

Prinsip-prinsip pengaturan tata ruang dalam wilayab mencakup wilayab na
sional, regional dan lokal, wilayab sebagai batasan administratif kewenangan 
pe11lerintab daerab dapat berupa Daerab Tingkat I, Daerab Tingkat II, Kotama
dya, Kecamatan atau desa-desa. Upaya penataan ruang lingkungan bidup meli
puti antara lain: Pengelolaan fungsi lingkungan, optimalisasi pemanfaatan sum
her daya -~laban, Pengaturan Alokasi dan lokasi, Pengaturan estetika lingkungan 
dan Pengaturan Kualitas lingkungan bidup. 

PENDAHULUAN 

Perencanaan Tata Ruang wilayah 
mcrupakan suatu proses perumusan 
pemanfaatan ruang wilayah/Daerah 
(perkotaan dan pedesaan) . Penataan 

ruang wilayahjdaerah mencakup arah
an struktur dan keterkaitan ruang wila- , 

J yahjdaerah yang merupakan suatu kc
satuan mekanisme pembangunan. Ke
terkaitan antara struktur pengembang
an wilayahjdaerah dan pembinaan 
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lingkungan hidup sangatlah erat dalam 
usaha perwujudan, penyeimbangan 
pertumbuhan antar wilayah/daerah 
maju dan terbelakang atau terisolir dan 
penciptaan kualitas lingkungan hidup. 

Ruang adalah unsur lingkungan hi-' 
dup yang terdiri dari bumi, air dan 
angkasa yang merupakan wadah bagi 
manusia dan makhluk hidup lainnya 
untuk melakukan kegiatan dan kelang
sungan hidupnya. Ruang di sini me
ngandung pengertian berdimensi tiga 
dan dengan kemajuan teknologi bah
kan berdimensi banyak (multi dimensi) 
dan penataannya disamping memper
timbangkan aspek kcsenian dan kc
mampuan, juga mempertimbangkan sa
ling keterkaitan fungsi antar fungsi 
lingkungan dan pembangunan. Tata 
ruang adalah wujud struktural pcman
faatan ruang suatu wilayah baik dc
ngan direncanakan maupun tidak, 
yang menunjukkan adanya hirarki dan 
keterkaitan pemanfaatan ruang serta 
menyerasikan tata guna tanah, tata gu
na air, dan tata guna angkasa serta tata 
sumber daya lainnya dalam kesatuan 
wawasan Nusantara untuk mewujud
kan masyarakat Pancasila. 

Penataan ruang adalah upaya pe
rencanaan, pelaksanaan rencana dan 
pengendalian pelaksanaan rencana ta
ta ruang secara terpadu dan dinamik 
dalam memenuhi kebutuhan penggu
naan ruang yang meningkat terus dari 
waktu ke waktu dalam rangka peman
faatan ruang negara yang meliputi wila
yah daratan, lautan dan ruang udara . . 

FALSAFAH DAN DASAR HUKUM 

Falsafah 

Penataan ruang berazaskan man
faat, keseimbangan, kesera5ian kcles
tarian, ketertiban, keterpaduan, keber
samaan, keadilan keamanan dan kcber-

lanjutan. Azas-azas tersebut ditetapkan 
dalam tiga gatra yaitu ruang negara, 
sumber daya alam dan sumber daya 
manusia bagi maksud pertahanan 
keama:nan dan kesejahteraan bangsa 
dan negara. 

Dasar Hukum 

Undang-undang Dasar 1945 pasal 
33 menegaskan bahwa: Bumi, air, ang
kasa dan kekayaan alam di dalamnya 
dikuasi oleh Negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

Oleh karenanya, ketiga komponen 
yang merupakan elcmen ruang terse
but harus dimanfaatkan dan dlkem
bangkan secara berencana sehingga 
dapat mcnunjang kcgiatan pemba
ngunan secara bcrkclanjutan dala!h 
rangka kelanggengan kemakmuran rak
yat. Disamping Undang-undang Dasar 
1945 pasal 33 juga berpedoman pacta 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 
tentang Penataan Ruang di Indonesia. 

Kebijaksanaan pembangunan yang 
berkelanjutan dalam GBI-IN dijabarkan 
scbagai berikut (Kctetapan MPR RI,. 
Nomor II/MPR/1988) . ' 

a) . Sumber alam yang kita miliki b~ik dA 
darat, laut maupun di udara yang 
berupa tanah, air, mineral , flora, 
fauna termasuk plasma nuftah dll. 
harus dikelola dan dimanfaatkan 
sebaik-baiknya dengan tetap meme
lihara kclestarian kemampuan ling
kungan hidup sehingga memberi
kan manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi pembangunan dan kesejahte~ 
raan rakyat baik bagi masa kini 
maupun bagi generasi mendatang: 

b) . Untuk memenuhi keperluan pem" . 
bangunan wilayah yang ber ,~eka · . 
ragam perlu dikembangkan pofa ta- .. · 
ta ruang yang menyeraslkan tata gu- ' ' 
na tanah, tata guna air dan sumber 
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daya lainnya dalam satu kesatuan 
tata lingkungan yang diriamis. Un
tuk itu tata ruang perlu dikelola 
berdasarkan suatu pola terpadu 
melalui pendekatan wilayah dengan 

'memperhatikan sifat lingkungan 
alam dan lingkungan sosial dan 
lingkungan buatan. 

c). Tanah dan ruang mempunyai fungsi 
sosial ekonomi dan dalam peng
aturan hak atas tanah dan ruang pe
manfaatannya harus dapat mening
katkan kesejahteraan rakyat. Untuk 
itu sebagai acuannya perlu dikem
bangan rencana tata ruang wilayah 
sccara nasional dan daerah sching
ga pemanfaatan sumber daya alam 
tanah dan ruang dapat optimal dan 
tcrkoordinasi antara berbagai jenis 
pcnggunaannya dengan tetap mc
mclihara kelestarian alam dan ling
kungan serta tetap memelihara ke
lcstarian alam dan lingkungan serta 
mcnccgah penggunaan tanah yang 
mcrugikan kepentingan masyarakat 
dan kepentingan pembangunan 
yang berkelanjutan. 

Adanya landasan hukum yang cu
kup kuat mengenai penataan ruang, 
maka upaya pengelolaan kualitas tata 
ruang untuk pembangunan dan kehi
dupan melalui kebersamaan dan keter
paduan dalam proses dan produksi an
tar sektoral dan daerah serta terbina
nya partisipasi masyarakat, masih perlu 
terus menerus dimantapkan. 

PENGELOLAAN SUMBER AIAM DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Garis-garis Besar Haluan Negara ta
hun 1988 dengan jelas menyebutkan 
bahwa sumber alam dan budaya meru
pakan modal dasar pembangunan dan 
oleh karena itu seperti modal dasar 
yang lain pemanfaatannya harus mem-

perhatikan faktor dominan seperti fak
tor-faktor ekonomi, sosial budaya, kJi. 
matologi, hidrografi, geologi, flora, fau
na dan faktor demografi, kelembagaan, 
geografi yang semuanya merupakan 
faktor yang dapat menentukan tingkat 
kualitas lingkungan hidup. 

Sebagai arahan pembangunan jang
ka panjang, GBHN menyebutkan anta
ra lain bahwa "Bangsa Indonesia meng
hendaki keselarasan hubungan antara 
manusia dengan Tuhannya, antara se
sama manusia serta lingkungannya" de
ngan demikian keserasian antara ke
giatan-kegiatan manusia dan pembina
an mutu lingkungan mcrupakan peng
arahan pembangunan jangka panjang 
yang berkelanjutan. 

Sebagai modal dasar, sumber alam 
dan budaya harus dimanfaatkan sepe
nuhnya, tetapi dalam memanfaatkan 

, itu tidak boleh ditempuh cara-cara 
yang merusaknya, bahkan sebaliknya 
yaitu cara-cara yang dipergunakan ha
rus dipilih yang dapat memelihara dan 
mengembangkannya agar modal dasar 
tersebut semakin besar manfaatnya un
tuk pembangunan lebih lanjut di masa 
datang. 

. Sumber-sumber alam . merupakan 
bagian tak terpisahkan dari suatu eko
sistem, yaitu lingkungan tempat ber
langsungnya hubungan timbal batik an
tara yang satu dan yang lain dan antar 
faktor alam yang satu dan yang lain. 
Lingkungan hidup sebagai media hu
bungan timbal balik makhluk hidup de
ngan faktor-faktor alam terdiri dari ber
macam-macam keadaan dan hubungan 
yang secara bersama-sama mewujud
kan suatu proses yang menj<ldikan sua
tu struktur dasar ekosistem suatu kesa
tuan yang mantap. Hubungan timbal 

· balik tersebut merupakan mata rantai 
atau siklus penting yang menentukan 

.. 
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daya dukung lingkungan bagi pemba
ngunan. 

Kegiatan-kegiatari pembangunan 
dapat mempengaruhi sttuktur dasar 
tersebut dengan menimbulkan per-, 
ubahan yang merusak atau dengan me
nimbulkan tambahan pencemaran di 
dalam aliran bahan dalam proses-pro
ses ekosistem. Gangguan dalam bentuk 
pencemaran dalam banyak hal masih 
dapat diatasi dengan penggunaan ber
bagai teknologi lingkungan. Tetapi · ke
rusakan yang mendasar terhadap 
struktur dasar ekosistem merupakan 
kerusakan yang tidak mungk:in diatasi 
dengan kemampuan manusia. Padahala 
kerusakan seperti itu merupakan gang
guan terhadap kelangsungan hidup 
rnanusia, yang sesungguhnya merupa
kan tujuan pokok dari sctiap pemba
ngunan. Oleh karena itulah rnaka gang
guan terhadap struktur dasar ekosis
tem harus dihindarkan. 

Setiap pernanfaatan sumber alam 
perlu mcmperhatikan patokan-patokan 
berikut: 

- Daya guna dan hasil guna yang 
dikehendaki harus dilihat dalam 
batas-batas yang optimal schu
bungan dengan kelestarian 
sumber alam yang mungkin di
capai; 

- Tidak rncngurangi kernampuan 
dan kelestarian sumber alam 
Jain yang bcrkaitan dalam suatu 
ekosistem; 

- Memberikan kemungkinan un
tuk mengadakan pilihan peng
gunaan dalam pembangunan di 
masa depan. 

Kebijaksanaan pembangunan de
ngan wawasan lingkungan hidup perlu 
diusahakan demi perluasan dimcnsi 
pembangunan itu sendiri. Pemba
ngunan bukan hanya penting untuk 
meningkatkan taraf hidup dalam arti 

materiil saja, melainkan juga dalam 
rangka meningkatkan mutu kehidupan 
yang hakiki. Lagi pula peningkatan mu
tu kehidupan juga akan Jebih berarti 
bagi masyarakat apabila pola pemba
ngunan yang dilaksanakan berhasil 
membuka kemungk:inan bagi setiap 
orang untuk mengadakan pilihan anta
ra berbagai ragam kegiatan hidup. 

Pembangunan berwawasan ling
kungan hidup tidak hanya menyangkut 
pengcndalian sumber alam secara fisik. 
Pembangunan berwawasan lingkungan 
hidup berkaitan erat, misalnya dengan 
kebijaksanaan Fiskal yang mengatur 
perilaku ckonomi dan sosial seseorang 
ataupun sesuatu lembaga. 

Kecratan kaitan itu ada karena kebi
jaksanaan Fisk,al secara tidak langsung 
mcngatur juga ·. peran serta masyarakat 
luas dalam pembinaan ctika lingkung
an dan dengan demikian akan menen
tukan pula apakah kegiatan-kegiatan 
pembangunan akan dilaksanakan sela
ras dan serasi dengan wawasan ling
kungan hidup. 

Pembangunan yang juga didasari 
oleh pendekatan ekosistem, atau pem
bangunan yang bcrwawasan lingkung
an hidup, diharapkan dapat mencegah 
terjadinya akibat sampangan yang me
rugikan masyarakat. Selanjutnya de
ngan pendekatan ekosistem diharap
kan akan diperoleh hasil . optimum 
yang berkesinambungan dalam · usaha 
peningkatan kesejahteraan · rakyat. 
Y~ng terakhir ini juga berarti bahwa 
kegiatan-kegiatan pembangunan yang 
bcrwawasan lingkungan hidup diha
rapkan akan dapat membantu memper
cepat perkembangan menuju keadaan 
kualitas hid up yang lebih baik. 

Sesuai dengan hal-hal yang diurai
kan di atas ini Garis-Garis Besar Hal~
an Negara selanjutnya menggariskan 
pokok-pokok pengarahan kebijaksana-
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an di bidang Sumber Alam dan ling
kungan hidup sebagai berikut: 

- Investasi dan evaluasi sumber 
alam perlu terus ditingkatkan 

, dengan tujuan untuk lebih me
ngetahui dan dapat memanfaat
kan potensi sumber alam baik 
di darat, laut maupun udara be
rupa tanah, air, energi , flora, 
fauna dan ruang hidup yang 
sangat diperlukan bagi kegiatan 
pcmbangunan untuk mening
katkan kesejahteraan masyara
kat. 

- Dalam penelitian, pengendalian 
dan peman(aatan sumber-sum
ber alam serta dalam pembina
an lingkungan hidup. perlu di-

. gunakan teknologi yang sesuai 
dan pengelolaan yang tepat se
hingga mutu dan kclcstarian 
sumbcr alam dan lingkungan hi· 
dup dapat dipertahankan, un
tuk mcnunjang pembangunan 
yang berkelanjutan. 

- Dalam pclaksanaan pcmba
ngunan perlu diadakan penilai
an yang seksama tcrhadap 
pengaruhnya bagi lingkungan 
hidup, agar pengamanan ter
hadap pelaksanaan pemban· 
gunan dan lingkungan hidup
nya ·dapat dilakukan sebaik
baiknya. 
Penilaian tersebut pcrlu dilaku
kan secara terpadu, baik sek
toral maupun regional, dan un
tuk itu pcrlu dikembangkan l<ri
teria baku mutu lingkungan 
hidup. 

- Rehabilitasi sumber alam beru
P;l hutan, tanah dan air yang ru
sak perlu lebih ditingkatkan lagi 
melalui pendekatan terpadu 
daerah aliran sungai dan wila
yah. Dalam hubungan ini pro-

gram penyelamatan hutan, ta
nah dan air perlu dilanjutkan 
dan makin disempurnakan. 

- Pendayagunaan daerah pantai, 
wilayah taut dan kawasan udara 
perlu dilanjutkan dan makin di
tingkatkah tanpa merusak mutu 
dan kelestarian lingkungan hi
dup. 

Sumber-sumber alam dan keaneka
ragaman hayati yang ada merupakan 
unsur dari lingkungan hidup yang 
mendukung kehidupan di muka bumi 
dan tanah air Indonesia. Jumlah sum
ber alam yang tidak terbatas merupa
kan suatu kendala tcrhadap pemba
ngunan nasional. Hal ini terlebih-lebih 
perlu . dipcrhatikan karcna sumber
sumbcr alam yang ada, tcrutama lahan, 
hutan, pcrairan dan ruang, scbagian 
sudah ada yangdalam kcadaan kritis. 

Kerusakan sumber alam dan ling
kungan hidup yang terjadi selama ini 
berkaitan erat dengan tingkat pertam
bahan penduduk dan pola penyebar
annya yang kurang seimbang dengan 
jumlah dan penyebaran sumber alam 
serta daya dukung lingkungan hidup 
yang ada. Di samping itu kerusakan ter
scbut juga merupakan akibat dari 
pengaturan penggunaan sumber alam 
dan lingkungan hidup yang belum 
memadai. 

PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN 
TATA RUANG DAIAM WIIAYAH 
NASIONAL, REGIONAL DAN LOKAL 

Pengertian Wilayah dan Pengaturan 
Pemanfaatan Ruang 

Wilayah adalah satuan geografi be
scrta segenap unsur yang terkait pada- ~ 

... ya, menurut batasan ruang lingkup 
pengamatan tertentu apakah pendekat
an perencanaan ataupun batasan ad
ministrartip. 
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Sumber Daya Alam 

- PotensiAir 1-

- Potensi tanah/lahan 

- Flora j fauna 

H tingkungan 
Biotic 

HNatural J 

Environmen~ 1 
lingkungim hidup j 

Sumber Daya Manusia - total yang l 
- Man usia Agraris mencakup ruang 

r-
lingkungan setiap J - Manusia Non Agraris 
wilayah/daerah 

H tingkungan Non. Kade i 
A Biotic Environment 

Sumber Daya Buatan :· 

- Sarana & Prasarana 

- Teknologi 1-

- Kelembagaan . 

Sumber Proses Perencanaan Tala Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan 
(Aca Sugandhy, 1987) 

Wilayah sebagai batasan administra
tip kewenangan pemerintah daerah da
pat berupa Daerah Tingkat I; Daerah 
Tingkat II/Kotamadya, Kecamatan atau 
Desa-desa. Tata ruang adalah wujud fi
sik ruang kehidu[>an wilayan dalam di
mensi geografis baik horisontal mau
pun vertikal. 

Ruang kehidupan dalam wilayah 
nasional adalah merupakan wadah ba
gi manusia untuk melakukan kegiatan
nya. Hal ini tidaklah berartyi bahwa 
Wilayah Nasional akan dibagi habis 
oleh ruang-ruang yang diperuntukkan 
bagi kegiatan manusia akan tetapi di
pertimbangkan pula adanya ruang-ru
ang yang mempunyai fungsi lindung 

dalam kaitannya terhadap keseimbang
an hidrologi, ekologi dan klimatologi. 

Sebenarnya, terjadinya ruang-ruang 
yang diperuntukkan bagi kegiatan llla
nusia, disebabkan karena adanya pe
manfaatan sumber daya alam, sumber 
daya manusia dan sumber daya buat
an. 

Untuk lebih jelasnya, kaitan antar 
ketiga sumber daya tersebut baik kuan
titas maupun kulaitasnya dengan pem
bentukan lingkunganjruang dapat dik
lasifikasikan secara diagramatis sebagai 
berikut 

Berpegang pada pendapat yang te
lah dikemukakan scbelumnya dan di
kaitkan dengan kepcntingan pemba-
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Lautan 
(X) 

t---
I 
I 

....... -----· ··--..... ... .. 
Wilayah 

Wilayah Darata 
Nasional (Y) 

r:u:::-1 .· ,-~1- ~- --Angkasa . 
(Z) . 

Zt 

Sumber : 

Kawasan 
Bud ida 
ya 

Kawasan 
Lindung 

Kawasan 
lhidida 
ya 

Kawasan 
Lindung 

Kawasan 
Pennu 
kiman 

Kawasan 
Bukan 
Pennu 
kiman 

kim an 

Kawasan 
Bukan 
Pennu 
kiman 

Kawasan 
Pennu 
kiman 
Khusus 

Kawasan 
Permu 
kim an 
Umum 

Kawasan 
Pennu 
kim an 
Khusus 

Kawasan 
Pennu 
kim an 
Umum 

Kawasan 

Kawa5an 
Bukan 

Proses Pet:enctmaan Tata Ruarig Wilayah Berwawasan Lingkungan (Aca Sugandhy, 1987) 
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ngunan Nasional, maka sistem ruang 
dalam Wilayah Nasional dapat dike
nali/dibagihabis atas tiga lingkungan 
rriakro sebagai berikut: 

Pertama, Wit ayah Lautan· · 

Kedua, Wilayah Daratan 

Ketiga, Wilayah Angkasa 

Ditinjau dari segi falsafah dasarnya, 
ketiga lingkup tersebut lebih meru
pakan atau dapat dikenali sebagai "Ru
.ang Alam" (Cosmos), akan tetapi bila 
dikenali/dikaitkan dengan mekanisme 
kegiatan manusianya serta pendekatan 
pembangunan yang ada, maka peng
aturan sistem ruangnya dapat dikemu
kakan sebagai berikut: 

Dari diagram di atas dapat disimpul
kan bahwasanya wilayah nasional da
pat terbagi lagi ke dalam ruang-ruang 
yang mempunyai manfaat bagi kegiatan 
manusia (Kawasan Budi Daya) scrta 
kawasan non budidaya (Kawasan Lin
dung) dengan mempertimbangkan pcr
lunya dijaga keseimbangan ekologi ba
gi tujuan kelestarian tata lingkungan 
baik bagi generasi sekarang maupun 
yang akan datang. 

Sistem pendekatan ruang seperti 
tersebut tadi akan bermanfaat atau da
pat dijadikan dasar untuk usaha pena
taan ruang dan penyusunan program 
dan proyck pembangunan secara kon
sistem, serasi, terpadu. Penataan ruang 
adalah usaha pemanfaatan ruang yang 
diwujudkan berupa struktur ruang 
yang menggambarkan ikatan manfaat 
ruang yang terpadu bagi sektor-sektor 
pembangunan (baik Bidang Ekonomi, 
Sosial Budaya, Hankam Nas) dalam 
membina hidup manusia beserta segala 
isinya. 

Ikatan manfaat ruang yang terpadu 
meliputi pengaturan Ruang untuk ke
giatan manusia sesuai ukuran-ukuran-

nya baik di daratan, lautan, angkasa 
yang sesuai dengan kehidupan manu
sia melalui keterpaduan perencanaan 
kelembagaan (institusional) bagi kehi
dupan manusia dan lingkungannya 
yang selaras serasi dan seimbang. 

Pengaturan ruang memerlukan di
mensi waktu untuk mengarahkan ke
giatan manusia agar sesuai dengan ke
seimbangan lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan ruang dengan se
mua benda, daya, keadaan dan makh- · 
luk hidup, termasuk di dalamnya rna- ' 
nusia dan perilakunya, yang mempeng
aruhi kelangsungan perikehidupan .dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk 

· hidup lainnya. 

UPAYA PENATAAN RUANG 
LINGKUNGAN HIDUP 

- Pcngclolaan Fungsi Lingkungan 

Upaya pcnatagunaan sumber daya 
air, lahan, udara, flora dan fauna 
secara terpadu dalam kerangka pe
nataan ruang akan dapat rrienjamin 
kelestarian keberadaan dan keman
faatan sumber daya tersebut sehing
ga fungsi-fungsi lingkungan dan ta
tanan lingkungan sccara dinamis 
dapat tetap terjaga. 

- Optimalisasi Pemanfaatan Sumber 
Daya Lahan 

Lahan sebagai salah satu sumbcr 
daya alam adalah tidak tak tcrbatas. 
Oleh karenanya, lahan harus di
manfaatkan secara bijaksana de-

,. ngan mcmpertimbangkan azas opti
mal serasi, seimbang dan lestari dari 
kepcrluan pembangunan bagi kes~:· 
jahteraan ma~)'arakat dari generasi 
ke gem;rasi. Apalagi mengingat kc
butuhan akan lahan yang cendc
rung mcningkat dari waktu ke ~
tu sebagai akibat meningkatnya ku
antitas dan kualitas manusia, maka 
usaha pemanfaatan laban secara 
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konvensional dengan pola horison
tal tidak akan dapat memenuhi 
maksud pembangungan ·seperti ter
sebut di ats. Proyeksi pemanfaatan 
secara vertikal akan mengoptimal
kan nilai tambah atas potensi lahan. 

Pengaturan alokasi dan Lokasi ke
giatan dalam rangka pemanfaatan 
sumber daya alam, sumber daya 
manusia dan sumber daya buatan. 

Di samping defisit ketersediaan !a
han, terdapat masalah seperti pem
benturan kepentingan antar sektor 
serta antara sektor dan daerah da
lam upaya pemanfaatan dan pe
ngembangan sumber daya. Ketidak
cocokan penggunaan lahan dengan 
kcsesuaikan dan kemampuan sum
her daya dan adanya kegiatan pc
manfaatan sumber daya alam dan 
lahan yang dapat mcnimbulkan 
dampak negatif memerlukan aturan 
alokasi dan lokasi kegiatan secara 
optimal. 
Olch karena itu dalam pengaturan 
alokasi, lokasi dan pemanfaatan 
lahan dan ruang yang optimal, 
cfisien, serasi, selaras dan scimbang 
pcrlu pula dilakukan pcnctapannya 
dengan pola tata ruang yang 
terstruktur dengan pertimbangan 
nilai manfaat sosial ekonomi yang 
setnggi-tingginya namun tetap ter
ganggu faktor lingkungan secara 
berkelanjutan. 
Pcngaturan pola, struktur dan in
tregitas wilayah 

Pusat-pusat pertumbuhan perlu di
tata secara terstruktur hirarkhis dan 
mempunyai keterkaitan antar pe
manfaatan sumber daya dalam satu 
kesatuan integritas waWasan nusan
tara, agar investasi pemanfaatan 
sumber daya dapat terarah dan efi
sien, demi keseimbangan pemba-

ngunan antar wilayah dan keaman
an ketahanan nasional. 

Pola pengembangan wilayah perko
taan dan pedesaan se wilayah pen
dukung di belakangnya perlu dikait
kan secara terpadu, serasi, selaras 
dan seimbang dalam rangka pening
katan kualitas manusia. 

- Pengaturan Estetika Lingkungan. 

Estetika lingkungan merupakan sa
lah satu unsur · yang perlu dikem
bangkan dalam upaya memenuhi 

· kebutuhan estetis sebagai salah 
satu aspek kebutuhan spiritual dan 
peningkatan kualitas hidup manu
sia, disampir\g dapat pula mengim
bangi peningkatan pemenuhan ke
butuhan fisik material. Penataan 
ruang mcmpertimbangkan keserasi
an dan kcselarasan peman(aatan ru
ang dcngan bcntang alam, peng
aturan arsitektur bangunan baik di 
pcrkotaan mal\pun pcdesaan, dan 
unsur-unsur estctika lingkungan 
lainnya (seperti kebersihan, kenya
manan dll). 

- Pengaturan Kualitas Ruang Lingkup 

Pengaturan kepadatan bangunan, 
. kepadatan penduduk, garis sempa
dan, ruang terbuka hijau serta ke
mungkinan penerapan rekayasa tek
nik dan sosial, dsb. Sesuai dengan 
pengelolaan lingkungan dan upaya 
pembangunan baik di wilayah per
kotaan dan perdesaan · merupakan 
unsur-unsur yang menentukan ku
alitas ruang hidup yang _senantiasa 
perlu ditingkatkan dan dikembang
kan qalam upaya pengelolaan kuali
tas lingkungan dan 'manl!sia. 

0 KESIMPUlAN 

Penataan ruang berazaskan man
faat, keseimbangan , keserasian keles
tarian, keterkaitan~ keterpaduan, ke-
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Sumber : 2 Bagan Alit Kebutuban Keterpaduan Dalam Perencanaan Tata 

Ruang Wilayab Berwawasan Lingkungan (Aca, Sugandhy, 1987) 
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bcrsamaan, keadilan b~r 1: .' ' 'dan ber
kelanjutan. Azas-azas tersebut ditctap
kan berdasarkan antara lain ruang 
negara), sumberdaya alam, sumber da
ya manusia, sosial ekonomi dan ling
kungan. Pengaturan tata ruang men
cakup wilayah nasional, regional dan 
lokal. • Penataan masyarakat ber-
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